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A. PENDAHULUAN 

 
1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, Pukul 15.21 WIB, 

Mahkamah Konstitusi telah selesai menggelar Sidang Pengucapan Putusan 
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
(selanjutnya disebut UU KUP) dalam Perkara Nomor 63/PUU-XV/2017. 
Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 63/PUU-XV/2017, 
perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. 

 
2. Bahwa permohonan pengujian UU KUP dalam Perkara Nomor 63/PUU-

XV/2017 diajukan oleh Petrus Bala Pattyona, SH., MH., CLA., dalam hal ini 
diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Mehbob, SH., MH., CN., Julius Albert 
Hidelilo, SH., MH., dkk.   

 
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 

atas Pasal 32 ayat (3) huruf a UU KUP yang berketentuan sebagai berikut: 
 
 

 



  
 

 

 
 “Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.” 

 
4. Bahwa Pasal a quo UU KUP dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 

27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) 
UUD NRI Tahun 1945, yang pada pokoknya mengatur Menteri Keuangan 
telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 
(selanjutnya disebut PMK 229) tanggal 18 Desember 2014. Pemohon 
beranggapan akibat dari terbitnya PMK 229 yang merujuk kepada 
ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf a UU KUP mengakibatkan Pemohon 
selaku kuasa hukum telah ditolak untuk memberikan bantuan hukum 
kepada Wajib Pajak dan telah menimbulkan kerugian konstitusional dan 
kerugian materiil yaitu tidak dapat menjalankan pekerjaan selaku Kuasa 
dari Wajib Pajak. 

 
B. PERTIMBANGAN HUKUM 

 
1. Bahwa dalam Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017, MK memberikan 

pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 32 ayat (3) huruf a UU KUP 
sebagai berikut: 

 
a. Bahwa jika dibaca rasionalitas dan konteks  keseluruhan dalil 

Pemohon, Mahkamah memahami bahwa substansi yang sesungguhnya 
dipersoalkan oleh Pemohon adalah masalah pendelegasian 
kewenangan oleh undang-undang, in casu Pasal 32 ayat (3a) UU KUP 
kepada Peraturan Menteri, sehingga persoalan konstitusional yang 
harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah pendelegasian 
kewenangan demikian bertentangan dengan UUD 1945, khususnya 
sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 
(UU 12/2011). Terhadap persoalan konstitusional tersebut Mahkamah 
selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut: 

 
1. Bahwa dalam menjalankan pemerintahan negara, diperlukan 

pemerintahan yang berdaulat dan memiliki kewenangan secara 
hukum. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang 
ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan 
kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam 
mengeluarkan keputusan adalah diturunkan dari kewenangan 
tersebut. Sumber kewenangan dapat diperoleh dengan cara atribusi, 
delegasi, dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah 
adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna 
mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat 
dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar; 
 

2. Bahwa, sebagaimana disinggung pada angka 1 di atas, salah satu 
sumber kewenangan adalah diperoleh dari pendelegasian 



  
 

 

kewenangan perundang- undangan (delegatie van 
wetgevingsbevoegdheid), yaitu pendelegasian kewenangan 
membentuk peraturan perundang-undangan dari peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan 
perundang-undangan yang lebih rendah. Pendelegasian demikian 
dibutuhkan karena walaupun dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan diharapkan dapat dirumuskan ketentuan-
ketentuan yang dapat langsung menyelesaikan permasalahan, 
namun demikian acapkali diperlukan adanya pelimpahan 
(pendelegasian) peraturan perundang-undangan. Hal itu disebabkan 
peraturan yang lebih tinggi biasanya hanya mengatur ketentuan 
yang sangat umum (garis besar) sehingga pengaturan yang lebih 
konkret didelegasikan kepada peraturan yang lebih rendah secara 
berjenjang sesuai hierarkinya. Pendelegasian suatu peraturan 
perundang-undangan pada dasarnya dilakukan secara berjenjang 
sesuai dengan hierarki yang berlaku, misalnya dari Undang-Undang 
ke Peraturan Pemerintah atau dari Peraturan Pemerintah. ke 
Peraturan Presiden. Pendelegasian Undang-Undang ke Peraturan 
Menteri seharusnya tidak terjadi dalam sistem pemerintahan 
Presidensial oleh karena pendelegasian tersebut meloncati dua 
peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah dan 
Peraturan Presiden. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang 
secara konstitusional seharusnya didelegasikan ke Peraturan 
Pemerintah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang 
menyatakan, “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk 
menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya”. Namun, 
masalah pendelegasian tersebut diatur secara agak berbeda dalam 
UU 12/2011 yang berlaku saat ini, sebagaimana tertuang dalam 
Lampiran II khususnya Pedoman angka 198 sampai dengan angka 
216 UU 12/2011. Pedoman angka 211 Lampiran II UU 12/2011 
menyatakan, “Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang- 
undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah 
nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri 
dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif”. Dengan 
demikian, terlepas dari persoalan apakah secara doktriner dalam 
sistem pemerintahan Presidensial dapat dibenarkan adanya 
pendelegasian kewenangan mengatur langsung dari Undang-Undang 
kepada Peraturan Menteri, menurut hukum positif yang berlaku 
pada saat ini (in casu UU 12/2011) pendelegasian kewenangan 
demikian dimungkinkan sepanjang hal itu berkenaan dengan 
pengaturan yang bersifat teknis-administratif. Dengan kata lain, 
secara a contrario, pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang 
langsung kepada Peraturan Menteri tidak dibenarkan jika materi 
muatannya berkenaan dengan hal-hal yang menurut hierarki 
peraturan perundang-undangan bukan merupakan materi muatan 
Peraturan Menteri; 
 

3. Bahwa substansi yang diatur dalam UU 12/2011 terkait dengan 
pendelegasian kewenangan merupakan bagian dari sistem 



  
 

 

peraturan perundang-undangan Indonesia yang harus selalu 
menjadi acuan. Kepatuhan terhadap sistem peraturan perundang-
undang dimaksud merupakan bagian dari upaya untuk memastikan 
bahwa setiap norma yang dibentuk memberikan jaminan kepastian 
hukum yang adil bagi setiap warga negara yang dikenai aturan 
dimaksud. Dalam konteks ini, untuk menilai keabsahan 
pendelegasian wewenang dari undang-undang kepada peraturan 
perundang-undangan lainnya, maka sistem pendelegasian 
kewenangan yang terdapat dalam UU 12/2011 tidak dapat 
dikesampingkan, dalam arti tidak dipertimbangkan sepanjang 
norma yang relevan yang termuat di dalamnya tidak dimohonkan 
pengujian; 

 
4. Bahwa pada saat yang sama, pembatasan delegasi kewenangan dari 

undang- undang kepada menteri juga berhubungan dengan materi 
muatan undang- undang ditentukan secara eksplisit dalam UU 
12/2011. Dalam kaitan ini, terhadap hal-hal yang terkait dengan 
pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD 1945 yang merupakan 
pengakuan, penghormatan, pembatasan, pengurangan atau 
pencabutan hak-hak tertentu dari warga negara harus diatur dalam 
undang-undang. Karena itu, hanya hal-hal yang bersifat teknis- 
administratif dari pengakuan, penghormatan, pembatasan, 
pengurangan, pencabutan, atau perluasan hak itu saja yang dapat 
didelegasikan pengaturannya kepada menteri atau pejabat setingkat 
menteri. Dalam arti demikian, hal-hal yang bersifat pembatasan hak 
dan kewajiban yang belum diatur dalam undang-undang tidak dapat 
didelegasikan melalui sebuah Peraturan Menteri sebagai peraturan 
pelaksana atau peraturan teknis. 

 
5. Bahwa dalam kaitannya dengan delegasi kewenangan dari UU KUP 

kepada menteri dalam permohonan a quo, keberadaan norma 
tersebut berhubungan dengan sejarah dan semangat perumusan 
Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 6/1983). Melalui 
ketentuan tersebut, pembentuk undang-undang sesungguhnya 
membuka ruang bagi setiap orang atau badan hukum Wajib Pajak 
untuk dikuasakan oleh seorang kuasa dalam menjalankan hak dan 
kewajiban perpajakannya. Pada saat pertama kali dirumuskan dan 
dimuat dalam UU 6/1983, dalam Pasal 32 ayat (3) dinyatakan bahwa 
Orang atau Badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat 
kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Dalam penjelasan ketentuan tersebut diterangkan bahwa norma 
dimaksud adalah untuk memberikan kelonggaran dari kesempatan 
bagi Wajib Pajak untuk minta bantuan orang lain yang memahami 
masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya 
membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib 
Pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan 
material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam 



  
 

 

undang-undang perpajakan. Sesuai dengan ketentuan itu, hadirnya 
seorang kuasa dalam rangka membantu wajib pajak untuk 
melaksanakan hak dan kewajiban diperkenankan. Pada saat yang 
sama, Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang a quo secara implisit juga 
mengakui hak seseorang untuk menunjuk seorang kuasa guna 
membantunya menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Hanya 
saja, orang yang bertindak sebagai kuasa tersebut disyaratkan 
haruslah orang yang memahami masalah perpajakan. Pada saat UU 
6/1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 9/1994), 
norma Pasal 32 ayat (3) UU 9/1994 juga ikut diubah, namun 
substansi yang dimuat di dalamnya tetap sama dengan substansi 
yang terdapat dalam UU 6/1983, di mana hak dan kesempatan Wajib 
Pajak untuk didampingi kuasanya tetap diakui. Penambahan ayat 
dalam Pasal 32 terjadi saat berlakunya Undang- Undang Nomor 16 
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 
yang menyisipkan satu ayat diantara ayat (3) dan ayat (4), yakni 
ayat (3a) yang menyatakan, “Kuasa sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Keuangan”. Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (3a) 
hanya menyatakan cukup jelas. Rumusan Pasal 32 ayat (3) yang 
terdapat dalam UU 9/1994 tetap dipertahankan. 
 

6. Bahwa ketika UU 6/1983 diubah untuk ketiga kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), rumusan Pasal 32 ayat 
(3) yang terdapat dalam UU 9/1994 tetap dipertahankan. Norma 
tersebut berbunyi, “Orang pribadi atau badan dapat menunjuk 
seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak 
dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan perpajakan”. Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat 
(3) UU KUP diterangkan kembali mengenai bentuk bantuan yang 
dapat diberikan dan siapa yang dimaksud dengan kuasa. Di mana, 
orang yang dapat menjadi kuasa dalam pelaksanaan hak dan 
kewajiban perpajakan adalah setiap orang yang memahami masalah 
perpajakan. Undang-Undang a quo hanya sebatas mengatur syarat 
umum dari seorang kuasa Wajib Pajak, yaitu orang yang memahami 
masalah perpajakan. Dalam hal ini, Undang-Undang tidak mengatur 
lebih jauh kriteria orang yang dapat bertindak sebagai kuasa. 
Undang-undang juga tidak mengatur apa standar pemahaman 
masalah perpajakan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat 
bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak. Undang-undang juga tidak 
mengatur bagaimana seorang kuasa menjalankan hak dan 
kewajibannya sebagai kuasa. Lebih jauh, Undang-undang juga tidak 
mengatur status kuasa Wajib Pajak sebagai profesi yang mandiri 
dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 



  
 

 

Pengaturan persyaratan dan pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa 
tersebut, dalam UU KUP diadopsi satu norma baru berupa delegasi 
pengaturan terkait persyaratan dan pelaksanaan hak dan kewajiban 
kuasa kepada Peraturan Menteri. Hal itu dimuat dalam Pasal 32 ayat 
(3a) UU KUP dengan rumusan berbunyi, “Persyaratan serta 
pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan” yang menjadi objek permohonan dalam perkara a quo. 
Masalahnya, apakah pendelegasian tersebut telah memenuhi syarat 
bentuk hukum dan substansi kewenangan yang didelegasikan dapat 
dikatakan bersesuaian dengan kaidah pembentukan peraturan 
perundang-undangan. Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat 
bergantung pada maksud dengan kata “persyaratan” dan frasa 
“pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa”. 
 

7. Bahwa dalam keterangannya, pemerintah mengemukakan, salah 
satu alasan sosiologis pengaturan terkait Kuasa Wajib Pajak adalah 
karena faktor sulitnya melaksanakan suatu sistem perpajakan 
dengan baik jika tidak melibatkan penasehat atau konsultan 
perpajakan. Hal itu terjadi karena hampir sebagian besar Wajib 
Pajak sulit memahami seluruh peraturan perpajakan dengan tepat 
karena dinamis dan rumitnya peraturan perpajakan. Atas dasar itu, 
diperlukan seorang penasehat perpajakan/orang yang memahami 
masalah perpajakan menjadi Kuasa Wajib Pajak agar dapat 
memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Dalam 
konteks ini, keberadaan konsultan pajak sebagai kuasa menjadi 
penting bagi kepentingan publik pembayar pajak. Lebih jauh, dalam 
keterangannya, Pemerintah dan DPR menjelaskan pengaturan 
mengenai persyaratan serta hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak 
merupakan ketentuan bersifat teknis sehingga didelegasikan 
pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan yang lebih 
rendah, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan. Pertanyaan 
mendasar yang harus dikemukakan: apakah dapat diterima bahwa 
persyaratan serta hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak merupakan 
hal yang bersifat teknis administratif, sehingga pengaturannya dapat 
didelegasikan kepada sebuah peraturan pelaksana, in casu 
Peraturan Menteri. 
 

8. Bahwa dari keterangan Pemerintah dan DPR dimaksud dapat 
dipahami pada satu sisi pengakuan terhadap hak Wajib Pajak untuk 
didampingi oleh seorang kuasa merupakan perlindungan terhadap 
kepentingan pembayar pajak (tax payer), sedangkan di sisi lain, 
persyaratan serta hak dan kewajiban kuasa diposisikan sebagai hal 
yang bersifat teknis administratif. Apabila ditelaah lebih jauh, 
sesungguhnya telah terdapat contradictio in terminis dari penjelasan 
tersebut, terutama dengan memosisikan pengaturan terkait 
persyaratan serta hak dan kewajiban kuasa sebagai sesuatu yang 
bersifat teknis administratif, sehingga pengaturannya didelegasikan 
kepada Menteri. Dalam hal ini, apabila pengaturan tentang 



  
 

 

persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa Wajib 
Pajak merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan 
pembayar pajak, semestinya materi pengaturannya tidak 
diserahkan sepenuhnya kepada Menteri. Sebab, Menteri merupakan 
pihak yang melaksanakan Undang- Undang Perpajakan yang dalam 
praktik sangat mungkin “berhadapan” dengan Wajib Pajak dan/atau 
Kuasa Wajib Pajak. Bagaimana mungkin kepentingan hukum Wajib 
Pajak akan dapat terlindungi bilamana Kuasa Wajib Pajak diatur dan 
dibatasi melalui Peraturan Menteri yang tidak menjamin 
pelaksanaan hak dan kewajiban Penerima Kuasa Wajib Pajak secara 
bebas dan mandiri. 
 

9. Bahwa selanjutnya, dibentuknya UU KUP memang merupakan 
perintah UUD 1945, di mana dalam Pasal 23A UUD 1945 dinyatakan 
bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 
keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dalam konteks itu, 
UU KUP mengatur hal-hal yang bersifat memaksa bagi warga negara 
yang memenuhi syarat, dalam hal ini pajak. Pajak merupakan 
kewajiban yang mesti dibayarkan oleh warga negara, di mana 
apabila tidak dipenuhi, maka sanksi hukum dapat dikenakan kepada 
yang bersangkutan. Sekalipun pajak merupakan sesuatu yang 
bersifat memaksa, di mana negara melalui Kementerian Keuangan 
dapat memaksa agar warga negara yang memenuhi kewajibannya, 
namun sifat memaksa pajak tidak serta-merta menghilangkan hak 
warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum, kejelasan 
proses pemungutan pajak, dan hak untuk dikuasakan/didampingi 
oleh orang yang memahami perpajakan dalam melaksanakan hak 
dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Hak untuk didampingi oleh 
orang yang memahami masalah perpajakan merupakan salah satu 
sarana bagi Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban dan 
hak perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang. Hak 
tersebut akan betul-betul dapat dilindungi apabila orang atau pihak 
yang menjadi kuasa untuk mewakili atau mendampingi Wajib Pajak 
adalah orang yang bebas dan mandiri dalam menjalankan 
profesinya sebagai Kuasa Wajib Pajak, bukan orang yang berada di 
bawah tekanan atau dalam posisi tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai kuasa. 
 

10. Bahwa oleh karena kewajiban membayar pajak tidak 
menghilangkan  hak Wajib Pajak untuk dapat 
dikuasakan/didampingi oleh orang yang memahami masalah 
perpajakan, maka pengaturan mengenai Kuasa Wajib Pajak haruslah 
dapat menjamin bahwa yang bertindak sebagai kuasa adalah orang 
yang memahami perpajakan dan dapat menjalankan hak dan 
kewajibannya sebagai Kuasa Wajib Pajak. Demi untuk menjamin 
agar hak dan kewajiban Wajib Pajak terlaksana secara baik dan 
dikuasakan kepada/didampingi oleh kuasa yang menjalankan hak 
dan kewajibannya sebagai Kuasa Wajib Pajak, maka hal-hal yang 



  
 

 

berhubungan dengan persyaratan serta pelaksanaan hak dan 
kewajiban Kuasa Wajib Pajak tidak dapat diposisikan hanya sekedar 
hal yang bersifat teknis administratif. Persyaratan serta hak dan 
kewajiban Kuasa Wajib Pajak berhubungan dengan pelaksanaan hak 
dan kewajiban Wajib Pajak.  Terlaksana atau tidaknya hak dan 
kewajiban sesuai aturan serta adanya kepastian hukum yang adil 
bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya akan 
sangat bergantung pada bagaimana pengaturan terkait dengan hak 
Wajib Pajak untuk dikuasakan kepada/didampingi oleh kuasanya. 
Oleh karena itu, hal tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat teknis 
administratif, melainkan lebih bersifat substantif karena 
berhubungan dengan pembatasan hak seseorang dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sehingga 
seharusnya materi tersebut diatur dalam undang- undang. Dalam hal 
ini, Undang-Undang harus mengatur secara jelas mengenai 
persyaratan bagi orang yang akan bertindak sebagai Kuasa Wajib 
Pajak, baik syarat administratif maupun syarat kompetensi. Pada 
saat yang sama, undang-undang juga harus mengatur dan menjamin 
bahwa Kuasa Wajib Pajak harus dapat menjalankan hak dan 
kewajibannya secara bebas dan mandiri. Pengaturan tersebut akan 
menjadi instrumen hukum untuk melindungi dan menjamin bahwa 
hak dan kewajiban Wajib Pajak dapat dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhindar dari 
kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dan 
ketidakpastian hukum. 

 
b. Bahwa pertimbangan Mahkamah yang bertumpu pada UU 12/2011, 

sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.10] di atas, adalah 
dikarenakan undang-undang itulah yang memuat pengaturan lebih 
lanjut tentang pendelegasian kewenangan mengatur dari peraturan 
perundang-undangan dan tidak menjadi objek permohonan a quo. 
Sehingga, sesuai dengan prinsip presumption of constitutionality yang 
berlaku dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang dan prinsip 
bahwa hakim atau pengadilan adalah zittende magistratur, maka UU 
12/2011 khususnya Lampiran II Pedoman angka 198 sampai dengan 
angka 216 harus dianggap konstitusional sampai terbukti bertentangan 
dengan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
dijatuhkan atas dasar adanya permohonan untuk itu. Prinsip zittende 
magistratur menghalangi Mahkamah untuk secara aktif menguji 
konstitusionalitas suatu undang-undang jika undang-undang yang 
bersangkutan tidak dimohonkan pengujian. Namun demikian, prinsip 
zittende magistratur tidak menghalangi Mahkamah untuk 
mengesampingkan keberlakuan suatu Undang-Undang apabila ternyata 
norma undang-undang yang bersangkutan telah ternyata menghalangi 
kewenangan Mahkamah dalam menjalankan fungsi constitutional 
review-nya. Pengesampingan demikian dibenarkan berdasarkan 
doktrin hukum tata negara dan tidak bertentangan dengan ajaran 
pemisahan kekuasaan, sebab Mahkamah tidak menguji 
konstitusionalitas norma undang- undang yang tidak dimohonkan 



  
 

 

pengujiannya, melainkan Mahkamah hanya memutuskan untuk tidak 
menerapkannya. Artinya, norma Undang-Undang tersebut, baik teks 
maupun isi atau materi muatannya, tetap ada dan berlaku selama 
belum ada permohonan yang menguji konstitusionalitasnya dan belum 
ada Putusan Mahkamah berkenaan dengan hal itu. Hal ini pernah 
dipraktikkan oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 
2004. 
 

c. Bahwa kendatipun Pemohon tidak memohonkan pengujian  UU 
12/2011 (terutama dalam hal ini Lampiran II khususnya Pedoman 
angka 198 sampai dengan angka 216 UU 12/2011) dan kendatipun titik 
berat Permohonan Pemohon adalah terletak pada substansi 
pendelegasian dari undang-undang kepada Peraturan Menteri, in casu 
PMK 229/2014, Mahkamah berpendapat bahwa, sesuai dengan sistem 
Pemerintahan Presidensial yang dianut oleh UUD 1945, pendelegasian 
kewenangan mengatur dari peraturan perundang-undangan yang 
tingkatannya lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang 
tingkatannya lebih rendah secara doktriner tidak boleh bertentangan 
dengan  materi muatan yang secara konstitusional seharusnya menjadi 
substansi materi muatan dari masing-masing jenis peraturan 
perundang-undangan tersebut sesuai dengan tingkatan atau 
hierarkinya. Dengan demikian, dalam konteks Permohonan a quo, 
sesuai dengan pertimbangan pada sub-paragraf [3.10.2] di atas, tanpa 
perlu mengesampingkan keberlakuan Lampiran II khususnya Pedoman 
angka 198 sampai dengan angka 216 UU 12/2011 dan tanpa harus 
menilai kasus konkret yang dialami Pemohon khususnya berkenaan 
dengan pemberlakuan PMK 229/2014, Mahkamah berpendapat bahwa 
memang terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih tegas 
pendelegasian wewenang teknis-administratif “pelaksanaan hak dan 
kewajiban kuasa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) UU 
KUP kepada Menteri Keuangan. Sesuai dengan sifatnya sebagai delegasi 
yang bersifat teknis-administratif maka, di satu pihak, pengaturan 
demikian tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan hak 
wajib pajak dalam memberi kuasa kepada pihak manapun yang 
dinilainya mampu memperjuangkan hak- haknya sebagai wajib pajak 
dan menurut undang-undang absah untuk menerima kuasa demikian 
serta, di lain pihak, tidak menghambat atau mengurangi kewenangan 
negara untuk memungut pajak yang diturunkan dari UUD 1945. 
Pendelegasian kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat teknis-
administratif bukan dimaksudkan untuk memberikan kewenangan 
yang lebih (over capacity of power) kepada Menteri Keuangan melainkan 
hanya untuk mengatur lebih lanjut mengenai “syarat dan tata cara 
pelaksanaan kuasa”. Artinya, pengaturan itu tidak boleh berisikan 
materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan peraturan 
yang lebih tinggi, lebih-lebih materi muatan undang-undang. Oleh  
karena itu, ada atau tidak ada kasus konkret sebagaimana dialami 
Pemohon, pendelegasian kewenangan mengenai “syarat dan tata cara 
pelaksanaan kuasa” sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) UU 



  
 

 

KUP hanya dapat dinyatakan konstitusional jika materi muatannya 
semata-mata bersifat teknis-administratif. 
 

d. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa 

dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas materi muatan Pasal 32 

ayat (3a) UU KUP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, 

yaitu sepanjang frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam 

Pasal 32 ayat (3a) UU KUP tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-

hal yang bersifat teknis- administratif, yaitu sepanjang tidak membatasi 

hak konstitusional warga negara dan bukan pembatasan dan/atau 

perluasan hak dan kewajiban. 

 

2. Bahwa dalam Amar Putusan MK dalam Perkara Nomor 63/PUU-XV/2017, 
Mahkamah Konstitusi menyatakan: 
1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 
2) Menyatakan frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam Pasal 

32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4740) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal 
yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau 
perluasan hak dan kewajiban warga negara. 

3) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya. 
 

3. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 63/PUU-XV/2017 
sebagaimana diuraikan diatas, untuk mengisi kekosongan hukum 
berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat 
(1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
memberikan saran sebagai berikut: 
1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 sebagai bahan 

dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka. 
2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 sebagai acuan 

dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU KUP. 
 
 



  
 

 

C. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat 
(tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang 
pleno terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap 
orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh organ 
penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga Negara. Oleh karena 
itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 63/PUU-XV/2017 mengenai materi 
muatan pasal/ayat dalam UU KUP yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, agar tidak 
menimbulkan kekosongan hukum, dapat digunakan sebagai acuan untuk 
melakukan Perubahan UU KUP. 
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